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KATA PENGANTAR 
  

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan 

karunianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. 

Laporan akuntabiltas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah 

Provinsi Papua Barat dan masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi ke dalam atas pencapaian 

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai umpan balik bagi 

perbaikan kinerja pada periode berikutnya. 

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun kedua dari Renstra Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah 

sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap 

dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun mendatang. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat Tahun 2025 ini, disampaikan dengan harapan pencapaian kinerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan dimasa mendatang, baik melalui 

perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan pelaksanaan kinerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat. 

   
Manokwari, 16 Februari 2025 

 
Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat, 
 
 
 
 

 
dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS 

Pembina Tk. I 
NIP.19691027 200012 1 004
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Belakang   

 

  Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang Nomor 28  

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu 

asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu 

tonggak penting era reformasi. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang –undangan yang berlaku. 

  Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja 

kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang 

menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja 

OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada 

peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

   Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan 

kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. 
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B.  Landasan Hukum  

1. Undang – undang No 28 Tahun 1999  Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  No 53 Tahun  2014 Tentang petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

C.  Tugas  Pokok dan  Fungs i  D inas  Kesehatan 

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan 

pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor  7 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan   Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah 

Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 

20 Tahun 2018, tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua 

Barat.  Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis 
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daerah yang  merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang  dipimpin 

oleh  seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur. 

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan 

Gubernur  Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :  

a. Kepala Dinas  

b. Sekretariat, Terdiri dari :  

1) Subbagian Program Informasi Dan Humas; 

2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset 

3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :  

1) Seksi Keluarga & Gizi 

2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat 

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Peyakit ( P2P), terdiri dari : 

1) Seksi Surveilans & Imunisasi 

2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular 

3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & 

Kesehatah Jiwa 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :  

1) Seksi Kefarmasian 

2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah 

Tangga 

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 

2025 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua 
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Barat telah dibentuk UPTD-IFP yang dipimpin oleh seorang Kepala 

UPTD-IFP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas.  

Kepala UPTD-IFP menyelenggarakan fungsi : 

1) perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi 

Sediaan Farmasi , BMHP dan perbekalan kesehatan yang diperlukan 

oleh pelayanan kesehatan; 

2) pengelolaan dan pendistribusian Sediaan Farmasi, BMHP dan 

perbekalan kesehatan; 

3) penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan 

persediaan dan Mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan 

kesehatan; 

4) pengamatan mutu/kualitas Persediaan Farmasi, BMHP dan 

perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan 

maupun yang akan didistribusikan; 

5) monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan 

perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit 

pelayanan kesehatan; 

6) penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, 

BMHP dan perbekalan kesehatan; 

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

8) pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Dinas. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD-IFP dibantu 

oleh: 

1) Subbagian Tata Usaha; 

2) Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan; 

3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan; dan 

4) Kelompok Jabatan Fungsional. 

   Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta 
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melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk  

menyelenggarakan tugas  pokok  tersebut  Dinas  Kesehatan Provinsi 

Papua Barat mempunyai fungsi : 

1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih 

baik dan keberlanjutan; 

2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang 

terarah kepada memenuhi hak masyarakat; 

3) Memecahkan   isu-isu   strategis   kesehatan,   mendorong   

terwujudnya   komitmen, kesepakatan dan kerja sama 

antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat; 

4) Mengkomunikasikan    dan    memasarkan    eksistensi    

kesehatan    (peningkatkan kesadaran); 

5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan 

data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

penyampaian pelayanan; 

6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel. 

 

D.  Anal i s i s  Aspek  St ra teg is  

Aspek Strategis adalah Aspek yang mendukung dan merupakan 

sumberdaya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan 

visi dan misi Dinas Kesehatan Papua Barat, Aspek – aspek tersebut antara 

lain: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia  

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 sebanyak 82 

Orang, berkurang dibanding dengan tahun 2024 ( Sebanyak 86 Orang), 

sebagaimana dapat dilihat dari Tabel berikut :  
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Tabel I. 1 Posisi Pegawai  Per 31 Desember 2025 menurut 

Golongan dan Jabatan 

 

 
 

Sumber : Sub. Bagian Hukum, Umum, dan Kepegawaian, Dinkes Papua Barat 

 

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, 

sarana dan prasaran tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil 

Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua 

Barat dilaksanakan di : 

1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran 

Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen (Purn) Abraham O.Ataruri, 

Arfai, Manokwari. 

2) UPTD - IFP terletak di Jalan Brigjen Abraham O. Ataruri,  Arfai, 

Manokwari. 

3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan 

Angkasa Mulyono, Amban, manokwari.  

 

 

 

 

(+) (-) DINAS RSUD
1 2 3 4 5 6 7

A STRUKTURAL
1 Eselon II 1 0 0 1
2 Eselon III 6 0 0 6
3 Eselon IV 18 0 0 18

Sub Jumlah 25 0 0 25
B FUNGSIONAL 0 2 0 2
C STAF 54 0 6 48
D PPPK 7 0 0 7

86 2 6 82
86 2 6TOTAL 82

PER 31 DESEMBER 
2025NO URAIAN

PER 31 
DESEMBER 

2024

MUTASI

JUMLAH
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Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas 

Kesehatan Papua Barat antara lain :  

1)  4 Buah Ambulance; 

2) 17 Unit Mobil Dinas/ Operasional 

3) 32 Unit Motor/ Kendaraan Operasional 

4) 63 Unit Laptop 

5) 37 Unit Personal Computer/ PC 

6) 2 Unit kendaraan Roda tiga VIAR 

 

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan.  

         Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan 

P e ru bah an  Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2025. Dinas Kesehatan  

Provinsi  Papua  Barat memperoleh alokasi dana sebesar    Rp. 

188.428.917.311,58 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar 

Empat Ratus Dua Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tujuh 

Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Delapan 

Rupiah) naik dari Anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp. 

102.292.006.267,00 (Seratus Dua Milyar Dua Ratus 

Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Enam 

Puluh Tujuh Rupiah). Dengan dana tersebut, Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat diharapkan mampu melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi melalui  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  dan  

kegiatan  lainya  sesuai  dengan rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan. Pelaksanaan Program/kegiatan  yang  telah  

direncanakan  memerlukan  koordinasi antara bidang/bagian yang 

memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan yang 

bersangkutan dapat lebih efektif. 
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Tabel I. 2 APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja 

 

Sumber : SIPD RI 

 

4. Aspek Permasalahan Kesehatan 

Prioritas Masalah Kesehatan di Provinsi Papua Barat pada Tahun 

2025 di Prioritaskan   pada Indikator  Kinerja Utama sebagai berikut:  

1 Angka Harapan Hidup 

2 Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas 

3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 

4 Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial 

Sebesar 100% 

5 Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

6 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita 

7 Persentase Balita Gizi Buruk 

 

E.  S is temat ika  Laporan 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :  

 

1 3 4 5

1 Anggaran 199.985.977.762,00  102.292.006.267,00  188.428.917.311,58  
2 Belanja Tidak Langsung 18.735.372.733,00     36.929.926.048,00     65.999.667.000,00     

2.1 Belanja Pegawai 18.735.372.733,00     36.929.926.048,00     65.999.667.000,00     
3 Belanja Langsung 181.250.605.029,00  65.362.080.219,00    122.429.250.311,58  

3.1 Belanja Pegawai 1.640.558.920,00       -                                     -                                     
3.2 Belanja Barang dan Jasa 75.882.539.674,00     44.718.777.946,00     103.355.825.242,08   
3.3 Belanja Modal 95.477.506.435,00     19.643.302.273,00     17.073.425.069,50     
3.5 Belanja Hibah 8.250.000.000,00       1.000.000.000,00       2.000.000.000,00       

No URAIAN
APBD Dinas Kesehatan

2

Th. 2023 Th. 2024 Th. 2025
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H. Prestasi / penghargaan yang diperoleh 
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BAB II 
PERENCANAAN 

 
 

Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis. 

Tahun 2025 merupakan periode yang sangat strategis bagi Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat karena berada pada fase transisi dari dokumen 

perencanaan lama menuju dokumen perencanaan baru. Secara khusus, tahun 

2025 merupakan Tahun peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023–2026 

menuju pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 yang baru. Kondisi transisi 

ini berimplikasi pada penyesuaian arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, 

serta struktur program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. 

Perencanaan kinerja Tahun 2025 karenanya disusun dengan pendekatan 

“bridging” (penjembatan) yang tetap menjaga kesinambungan (continuity) 

pencapaian sasaran kesehatan jangka menengah sebelumnya, sekaligus mulai 

mengintegrasikan prioritas dan target yang ditetapkan dalam RPJMD dan 

Renstra baru. 

 

Dalam konteks tersebut, perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

Barat tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara target akhir 

periode RPD/Renstra 2023–2026 dengan baseline awal RPJMD/Renstra 2025–

2029; sarana penyesuaian nomenklatur program dan indikator kinerja utama 

(IKU) perangkat daerah ke dalam kerangka baru yang ditetapkan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Landasan pengukuran kinerja yang tetap 

konsisten dan akuntabel, meskipun terjadi perubahan atau transisi  dokumen 

perencanaan. 

 

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses 

berkelanjutan dan sistimatis dari  pembuatan keputusan yang  berisiko, 

dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan 

mengorganisasikan secara sistimatik untuk usaha-usahanya melaksanakan 

keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik.  
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Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan 

stakeholders dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik 

lokal maupun nasional. Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal 

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan 

kekuatan (strenght), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

tantangan / kendala (threats) yang ada. 

Dari uraian singkat diatas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal di 

definisikan dalam suatu rencana Strategis adalah Penjabaran Tujuan dan 

Sasaran Strategis serta perumusan Strategis pencapaian tujuan atau sasaran 

berupa Program dan Kegiatan. 

 

A.  Rencana  St ra teg i s  

 

Tujuan dan Sasaran  

Tujuan jangka menengah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

merupakan pernyataan tentang sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Pada periode 2023-2026. Tujuan 

dirumuskan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan 

Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang 

menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan tujuan Rencana 

Pembangunan Daerah Papua Barat “Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta 

perlindungan sosial” maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran serta 

Indikator Sasaran yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk 

dilaksanakan periode tahun 2023-2026.  

 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang 

akan dilaksanakan, yaitu :  

1. Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Pemerintahan Serta 

Koordinasi Kebijakan Daerah;  
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2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;  

3. Menurunkan Angka Stunting. 

 

Untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, maka 

dirumuskan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat sebagai berikut :  

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi 

Perangkat Daerah;  

2. Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Layanan Kesehatan yang 

merata;  

3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan secara 

merata;  

4. Meningkatkan Akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan;  

5. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam 

Perilaku Hidup Sehat;  

6. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang 

terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan 

intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan 

intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. 

terutama masyarakat miskin. 

 

Pada Renstra 2025 -2029, Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat sebagai berikut: “Meningkatkan Akses dan Mutu 

Pelayanan Kesehatan, Menurunkan Angka Prevalensi Stunting dan 

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP “. 

 

Tujuan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis, Dimana enam diantaranya 

merupakan sasaran strategis pada Renstra periode sebelumnya, yang 

di rinci lebih detail menjadi :  

Sasaran 1 (S.1)  :  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran  

dan Administrasi Perangkat Daerah  
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Sasaran 2 (S.2)  :  Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas  

Pelayanan Kesehatan Secara Merata  

Sasaran 3 (S.3)  :  Menurunkan Angka Kesakitan Malaria  

Sasaran 4 (S.4) :  Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas  

Tenaga Kesehatan Secara Merata  

Sasaran 5 (S.5)  :  Meningkatnya Akses, Kemandirian dan  

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mutu  

Sasaran 6 (S.6)  :  Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan  

Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat  

Sasaran 7 (S.7)  :  Meningkatnya Akreditasi pelayanan Kesehatan 

Sasaran 8 (S.8)  :  Mempercepat pencegahan stunting melalui  

intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan  

lintas sektor untuk menyediakan layanan 

intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran 

prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk 

semua kelompok masyarakat. terutama 

masyarakat miskin  

Sasaran 9 (S.9)  :  Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas  

Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP 

 

B.  Per jan j ian  K iner ja  dan  Ind ikator  K ine r ja  Utama  

     1. Perjanjian Kinerja  

Untuk mengukur capaian setiap sasaran Strategis maka telah ditetapkan 

6 ( Enam )  Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA 

perubahan Dinas Kesehatan 2023-2026, yang juga menjadi bagian dari 

Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029. Rumusan tersebut juga telah 

tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan APBD 

Perubahan Dokumen Perancanaan Anggaran ( DPA ) Tahun Anggaran 2025 

Dinas Kesehatan Papua Barat  mendapatkan Anggaran Belanja sebesar 
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Rp. 188.428.917.311,58 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar 

Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh 

Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Delapan 

Rupiah) dengan 5 Program, 19  Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.

 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dijadikan acuan 

untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 dan 

melaporkannya dalam laporan kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan 

perwujudan dan bentuk Komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja 

Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis 

dalam waktu  satu tahun. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana 

tingkat capaian (Target) dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
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NO SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM PAGU ANGGARAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13
Triwulan :  Rp            133.934.660 
Triwulan : Triwulan 1 :
Triwulan : Triwulan 2 :
Triwulan : Triwulan 3 : 1

Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 : 1
Triwulan 4 :

 Rp       66.034.667.000 
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp            200.000.000 
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp            854.855.450 
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 : 1
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 : 2
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :

 Rp            760.000.000 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp         2.287.713.551 
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :

1 1

1,2 Penyediaan jasa pelayanan Umum 
kantor  Rp         1.630.713.551 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan Laporan 1 1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
1,1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik
 Rp             657.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan

Laporan

1

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

1,1 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

 Rp             760.000.000 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Unit 1

1,6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD

 Rp             411.835.000 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Laporan 1

1

1,5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

 Rp             135.000.000 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Laporan 1 1

1,4 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan

 Rp               54.000.000 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Dokumen 1

1,3 penyediaan Barang Cetakan dan 
penggandaan

 Rp             161.982.000 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 
Disediakan

Paket 2

1,2 Penyediaan bahan logistik kantor

 Rp               72.038.450 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Paket 1

1

Administrasi Umum Perangkat Daerah
1,1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan Bangunan Kantor  Rp               20.000.000 

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
1,2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai  Rp             200.000.000 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai Dokumen

105

1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

 Rp               35.000.000 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

Dokumen 1

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Laporan 1

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 Rp       65.999.667.000 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Orang/Bulan 105

1

1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

 Rp               35.000.000 

70.379.335.661 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
 Rp               98.934.660 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran
dan Administrasi Perangkat Daerah

Nilai Lakip B

100

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI

TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET TRIWULAN

5 8 12

Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 



 

 

 LAKIP DINAS KESEHATAN TA 2025 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM PAGU ANGGARAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13
 Rp            108.165.000 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 3
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :

2 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Secara Merata

Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

% Triwulan 
Triwulan 
Triwulan 
Triwulan

:      
:    
:    
: 100

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT

 Rp       50.130.613.988 

 Rp       23.315.930.524 

:

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 3

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 2
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 7
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp       24.188.192.857 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

1,3 pengelolahan Pelayanan kesehatan Ibu 
dan anak  Rp             440.838.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Ibu dan Anak Dokumen 1

1100 1100

1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 
Biasa (KLB)

 Rp         1.396.500.000 

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang 
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Orang 1100 1100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk terdampak krisis kesehatan 
akibat bencana dan/  atau berpotensi 
bencana

 Rp         2.827.630.928 

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 
yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau 
Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar

Orang

1,8 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, 
Vaksin,  Makanan dan Minuman ke 
Fasilitas Kesehatan

 Rp         1.693.176.173 

Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke 
Fasilitas Kesehatan

Dokumen 1

1,7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 
Bahan  Medis  Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman  di  Fasilitas 
Kesehatan

 Rp         2.320.000.000 

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan  Medis  Habis 
Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman  di  Fasilitas 
Kesehatan

Paket 1

1,6 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan

 Rp         5.471.187.507 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 
Layanan Kesehatan yang Disediakan

Unit 7

1,5 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan

 Rp             292.082.846 

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang 
Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui 
Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses 
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Unit 2

Layanan 3

1,4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

 Rp         2.202.100.000 

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, 
Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

Unit 1

Unit 1

1,2 Pengembangan Rumah Sakit

 Rp       10.444.708.084 

Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 
Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis 
Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit 
yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah 

Unit 1

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, 
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

1,1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

 Rp             400.000.000 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun

1,3 Pengembangan Pendekatan Pelayanan 
Kesehatan di DTPK (Pelayanan 
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, 
Pelayanan Kesehatan Berbasis 
Telemedicine , dll)

 Rp             492.675.914 

Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan 
Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus 
Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)

Unit 3

1,2 Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya

 Rp               30.000.000 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Unit 34 34

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
1,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

 Rp               78.165.000 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET TRIWULAN

5 8 12
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NO SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM PAGU ANGGARAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

1,22 Upaya Pengurangan Resiko Krisis 
Kesehatan  Rp             802.950.898 

Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis 
Kesehatan Dokumen 1

1,21 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke Lab 
Rujukan/Nasional

 Rp             277.047.000 

Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab 
Rujukan/Nasional yang Didistribusikan

Paket 1

1,20 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

 Rp             160.261.709 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik 
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dokumen 1

1,19 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT)

 Rp             232.940.741 

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola 
dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem 
Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Unit 1

1,18 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat 
Massal oleh Kabupaten/Kota

 Rp               75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh 
Kabupaten/Kota

Dokumen 1

1,17 Pembinaan Pelaksanaan Upaya 
pelayanan Kesehatan

 Rp         3.852.073.320 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya 
Pelayanan Kesehatan

Dokumen 1

1,16 Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota

 Rp             659.157.612 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

Dokumen 1

1,14 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

 Rp             870.217.375 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dokumen 1

1,13 pengelolaan Jaminan Kesehatan 
masyarakat

 Rp         8.757.540.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat

Dokumen 1

1,12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa 
(ODMK)

 Rp             154.593.982 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Dokumen 1

1,11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

 Rp             125.840.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Haji

Dokumen 1

1,10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak Menular

 Rp         2.235.895.058 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
penyakit menular dan tidak menular

Dokumen 1

1,9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri 
dan Tradisional Lainnya

 Rp             381.911.808 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 
Lainnya

Dokumen 1

1,7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan

 Rp             636.810.425 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan

Dokumen 1

1,6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Kerja dan Olahraga 

 Rp             150.000.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Kerja dan Olahraga

Dokumen 1

1,5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 
Lanjut

 Rp               75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Usia Lanjut

Dokumen 1

1,4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 
Produktif  Rp               75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Usia Produktif Dokumen 1

TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET TRIWULAN

5 8 12
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NO SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM PAGU ANGGARAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13

 Rp            313.469.806 
:

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp         1.440.520.739 
:

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 2
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 2

 Rp            872.500.061 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

Triwulan :
Triwulan :
Triwulan :
Triwulan :

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp         4.992.414.959 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :

 Rp       56.350.400.000 :
Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 :

Triwulan :
 Rp            213.829.189 

Triwulan : Triwulan 1 :
Triwulan : Triwulan 2 :
Triwulan : Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 3
 Rp               62.682.249 :

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha 
Kecil Obat Tradisional

 Rp               62.682.249 

Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan 
Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut 
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Sarana 1

Pengendalian dan pengawasan serta 
tindak lanjut Penerbitan Pengakuan 
PBF Cabang PAK

 Rp             213.829.189 

Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan 
Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut 
Penerbitan Perizinan

Sarana 3

Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 

14000 14000

4 Meningkatkan akses kemandirian dan mutu 
kefarmasian dan alat kesehatan

Persentase Puskesmas 
Dengan Ketersediaan 
Obat Esensial Sebesar 
100% 100

PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN

 Rp            276.511.438 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan (PAK)

1,1

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua 
1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan 

Kesehatan Papua yang terintegrasi 
dengan Program JKN

 Rp       56.350.400.000 

Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat

Orang

Dokumen 1

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1,1 Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi Sumber Daya Manusia 
Kesehatan bagi Orang Asli Papua

 Rp         4.992.414.959 

Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan 
Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua

Orang 23 23

1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi 
sumber daya manusia Kesehatan

 Rp         2.054.075.356 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan 
Kualifikasi Meningkat

Orang 30 30

 Rp       63.886.225.679 Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

 Rp         2.543.410.720 

1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan

 Rp             489.335.364 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan

3 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga 
Kesehatan Secara Merata

Rasio Tenaga Kesehatan 
per 1000 penduduk

%

100

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN

1,3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Malaria

 Rp             248.001.350 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 
Standar

Dokumen 1

1

1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit TB

 Rp             345.244.565 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

Dokumen 1

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit HIV/AIDS

 Rp             279.254.147 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 
Standar

Dokumen

1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan 

 Rp             613.809.141 

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran 
Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan

Unit 2

1

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Daerah Provinsi1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

826.711.598Rp             

 Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata 
Kelola Sesuai Standar Unit 2

Penyelenggaraan Sistem Informasi 
Kesehatan Secara Terintegrasi

1,1 Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan

 Rp             313.469.806 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem 
Informasi Kesehatan Dokumen

TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET TRIWULAN

5 8 12
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NO SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM PAGU ANGGARAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13

 Rp            293.430.557 
:

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp            489.858.071 

Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

Triwulan 
Triwulan 
Triwulan 
Triwulan

:   
:   
:   
:

100  Rp         2.972.941.918 

:

Dokumen Triwulan 1 :
Triwulan 2 :
Triwulan 3 :
Triwulan 4 : 1

 Rp         2.972.941.918 

meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan

1

1

6 Mempercepat pencegahan stunting melalui 
intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan 
lintas sektor untuk menyediakan layanan 
intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran 
prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua 
kelompok masyarakat. terutama masyarakat 
miskin

Persentase Balita Gizi 
Buruk

% PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT

 Rp         2.972.941.918 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

1,1 Pengelolahan Pelayanan Kesehatan 
Gizi Masyarakat

 Rp             293.430.557 

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas 
pemberdayaan masyarakat

Dokumen 1

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM  Rp             489.858.071 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi 
UKBM

Dokumen

100

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN

 Rp            783.288.628 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1,1 Peningkatan Upaya Advokasi 
Kesehatan Pemberdayaan, 
Penggalangan kemitraan, peran serta 
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

5 Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan 
Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat

Persentase Kabupaten / 
Kota Yang Menerapkan 

Kebijakan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat

% Triwulan 
Triwulan 
Triwulan 
Triwulan

:   
:   
:   
:

TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET TRIWULAN

5 8 12
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2. Indikator Kinerja Utama  
 
Adalah Untuk mengukur capaian Indikator Pada Renstra Papua Barat 2023-2026, 

dan bagian dalam periode transmisi Renstra 2025-2029 untuk memudahkan 

disusunlah Indicator Kinerja Utama ( IKU ) sebanyak 7 Indikator Kinerja Utama      

(IKU) pada Bidang Kesehatan, seperti di tuangkan pada tabel  berikut ini :  

 

 
 
 
 
 
 

2023 2024 2025 2026

1 Angka Harapan Hidup Tahun 65.78 66.04 66.31 66.57 66.84 66.84

2
Persentase Kecamatan 
Memiliki Minimal 1 
Puskesmas

Persen 75.00% 75.50% 83.11% 91.32% 100% 100%

3
Rasio Tenaga Kesehatan per 
1000 penduduk

Per 1000 
Penduduk

10.45 per 1000 
penduduk

10.50 per 1000 
penduduk

10.55 per 1000 
penduduk

11 per 1000 
penduduk

11 per 1000 
penduduk

11 per 1000 
penduduk

4
Persentase Puskesmas 
Dengan Ketersediaan Obat 
Esensial Sebesar 100%

Persen 78.33% 100% 100% 100% 100% 100%

5

Persentase Kabupaten / Kota 
Yang Menerapkan Kebijakan 
Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat

Persen 42.85% 46.15% 61.54% 79.92% 100% 100%

6
Prevalensi Stunting (Pendek 
dan Sangat Pendek) Pada 
Balita

Persen 30% 26% 22% 18% 14% 14%

7 Persentase Balita Gizi Buruk Persen 10.05% 8.5% 7.5% 7.2% 6.9% 6.9%

No
Indikator Kinerja Utama 

Perangkat Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
Awal Periode 

2022 

Kondisi Akhir 
Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun
Satuan

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama 
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BAB III 
AKUNTABILITAS 

KINERJA 
 
 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggunakan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai sarana untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. 

Pelaporan  akuntabilitas  kinerja  ini  dituangkan  melalui  evaluasi  dan  analisis  

kinerja  atas  seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat. 

Evaluasi kinerja bertujuan agar pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala  

yang dijumpai dapat diketahui sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. 

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan agar dapat dinilai 

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang 

akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (Performance 

Gap) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah 

yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian 

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam 

rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana 

ditetapkan dalam perencanaan strategis. 

 

 

A.  Pengukuran  Kinerja 

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup 

penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan saran dan tujuan yang telah 

ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana 

strategi dalam Penetapan Indikator Kinerja. Indikator  kinerja  yang  
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digunakan  dalam  mengukur  Kinerja  Dinas  Kesehatan  Provinsi Papua 

Barat meliputi input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja 

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan serta  data  pendukung  yang  ada.  Indikator  

kinerja  input  yang  digunakan  adalah  dana dengan satuan rupiah (Rp.xxx).

  

Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi 

terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang 

bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan; waktu yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan kegiatan; serta sarana dan prasarana belum memadai. 

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan, begitupula indikator outcome, bervariasi 

tergantung dari output yang dihasilkan. 

Penetepan indikator kinerja beserta target pencapaian indikator kinerja ini 

mulai dilaksanakan pada saat perumusan rencana strategi. Dalam 

menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator 

tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. 
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B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun  2025 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian sasaran kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Papua 

Barat tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut  :  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Rp.  Rp. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12 = (6 : 
9)*100% 

 Rp           70.379.335.661  Rp             70.379.335.661  Rp       50.747.084.245 

1
 Rp                 133.934.660  Rp                  133.934.660  Rp             127.605.948 

1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

 Rp                   98.934.660 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

1 Dokumen  Rp               98.934.659,50 1 Dokumen  Rp               93.325.948 100,00%

1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

 Rp                   35.000.000 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 Laporan  Rp                     35.000.000 1 Laporan  Rp               34.280.000 100,00%

2  Rp           66.034.667.000  Rp             66.034.667.000  Rp       46.467.842.106 
1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 Rp           65.999.667.000 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 105 Orang/Bulan  Rp             65.999.667.000 105 Orang/Bulan  Rp       46.432.842.106 100,00%

1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD  Rp                   35.000.000 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan  Rp                     35.000.000 1 Laporan  Rp               35.000.000 100,00%

4
 Rp                 200.000.000  Rp                  200.000.000  Rp             195.300.000 

1,2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai  Rp                 200.000.000 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai

1 Dokumen  Rp                   200.000.000 1 Dokumen  Rp             195.300.000 100,00%

5  Rp                 854.855.450  Rp                  854.855.450  Rp             841.554.659 
1,1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 Rp                   20.000.000 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 1 Paket  Rp                     20.000.000 1 Paket  Rp               20.000.000 100,00%

1,2 Penyediaan bahan logistik kantor
 Rp                   72.038.450 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 1 Paket  Rp                     72.038.450 1 Paket  Rp               68.117.000 100,00%

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 
PROVINSI YANG DIEVALUASI

REALISASI 
CAPAIAN %

K K

3

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD 
PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG 

DIEVALUASI

Nilai Lakip

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan 
Administrasi Perangkat Daerah

1

No SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA KEGIATAN / SUB KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR

Tabel III. 1 Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 
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 Rp.  Rp. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12 = (6 : 
9)*100% 

1,3 penyediaan Barang Cetakan dan 
penggandaan  Rp                 161.982.000 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 1 Paket  Rp                   161.982.000 1 Paket  Rp             161.769.000 100,00%

1,4 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan  Rp                   54.000.000 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

1 Dokumen  Rp                     54.000.000 1 Dokumen  Rp               54.000.000 100,00%

1,5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Rp                 135.000.000 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 1 Laporan  Rp                   135.000.000 1 Laporan  Rp             134.954.660 100,00%

1,6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD  Rp                 411.835.000 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

1 Laporan  Rp                   411.835.000 1 Laporan  Rp             402.713.999 100,00%

6
 Rp                 760.000.000  Rp                  760.000.000  Rp             747.000.000 

1,1 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan  Rp                 760.000.000 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 1 Unit  Rp                   760.000.000 1 Unit  Rp             747.000.000 100,00%

7
 Rp             2.287.713.551  Rp               2.287.713.551  Rp         2.259.704.228 

1,1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik  Rp                 657.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

1 Laporan  Rp                   657.000.000 1 Laporan  Rp             655.158.033 100,00%

1,2 Penyediaan jasa pelayanan Umum 
kantor  Rp              1.630.713.551 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

1 Laporan  Rp               1.630.713.551 1 Laporan  Rp         1.604.546.195 100,00%

8
 Rp                 108.165.000  Rp                  108.165.000  Rp             108.077.304 

1,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

 Rp                   78.165.000 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

3 Unit  Rp                     78.165.000 3 Unit  Rp               78.150.304 100,00%

1,2 Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya  Rp                   30.000.000 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 34 Unit  Rp                     30.000.000 34 Unit  Rp               29.927.000 100,00%

 Rp           50.130.613.988  Rp             50.130.613.988  Rp       41.169.649.749 

1

 Rp           23.315.930.524  Rp             23.315.930.524  Rp       20.931.824.519 

Pembangunan Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

 Rp                 400.000.000 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 
yang Dibangun

1 Unit  Rp                   400.000.000 1 Unit  Rp             397.992.000 100,00%

1,1 Pengembangan Rumah Sakit

 Rp           10.444.708.084 

Jumlah Rumah Sakit yang 
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 
Alat Kesehatan dan SDM agar 
Sesuai Standar Jenis Pelayanan 
Rumah Sakit Berdasarkan Kelas 
Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio 
Tempat Tidur Terhadap Jumlah 
Penduduk Minimal 1:1000

1 Unit  Rp             10.444.708.084 1 Unit  Rp       10.644.541.976 100,00%

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan 
kesehatan yang merata

2 Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 
Puskesmas

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, 
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 
PROVINSI YANG DIEVALUASI
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 Rp.  Rp. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12 = (6 : 
9)*100% 

1,2 Pengembangan Pendekatan Pelayanan 
Kesehatan di DTPK (Pelayanan 
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, 
Pelayanan Kesehatan Berbasis 
Telemedicine , dll)

 Rp                 492.675.914 

Terlaksananya Pengembangan 
Pendekatan Pelayanan Kesehatan 
di DTPK (Pelayanan Kesehatan 
Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan 
Kesehatan Berbasis Telemedicine , 
dll)

3 Layanan  Rp                   492.675.914 3 Layanan  Rp             399.331.597 100,00%

1,3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

 Rp              2.202.100.000 

Terlaksananya Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Sarana, Prasarana 
dan Alat Kesehatan pada Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

1 Unit  Rp               2.202.100.000 1 Unit  Rp         1.168.182.000 100,00%

1,4 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan

 Rp                 292.082.846 

Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) yang 
Melayani Konsultasi Jarak Jauh 
Antar Fasyankes Melalui 
Pelayanan Telemedicine untuk 

2 Unit  Rp                   292.082.846 2 Unit  Rp             250.905.307 100,00%

1,5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan  Rp              5.471.187.507 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan yang Disediakan 7 Unit  Rp               5.471.187.507 7 Unit  Rp         4.936.487.468 100,00%

1,6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 
Bahan  Medis  Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman  di  Fasilitas 
Kesehatan

 Rp              2.320.000.000 

Pengadaan Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan  Medis  Habis Pakai,, 
Vaksin, Makanan dan Minuman  di  
Fasilitas Kesehatan

1 Paket  Rp               2.320.000.000 1 Paket  Rp         1.444.792.671 100,00%

1,7 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, 
Vaksin,  Makanan dan Minuman ke 
Fasilitas Kesehatan

 Rp              1.693.176.173 

Jumlah dokumen distribusi Alat 
Kesehatan, Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan ke Fasilitas 
Kesehatan

1 Dokumen  Rp               1.693.176.173 1 Dokumen  Rp         1.689.591.500 100,00%

2
 Rp           24.188.192.857  Rp             24.188.192.857  Rp       18.048.939.003 

1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk terdampak krisis kesehatan 
akibat bencana dan/  atau berpotensi 
bencana  Rp              2.827.630.928 

Jumlah Penduduk yang 
Mendapatkan Layanan Kesehatan 
yang Terdampak Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana dan/Atau 
Berpotensi Bencana Provinsi 
Sesuai Standar

1100 Orang  Rp               2.827.630.928 1100 Orang  Rp             656.272.750 100,00%

1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 
Biasa (KLB)

 Rp              1.396.500.000 

Jumlah Penduduk yang 
Mendapatkan Layanan Kesehatan 
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 
Provinsi yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar

1000 Orang  Rp               1.396.500.000 1100 Orang  Rp               45.297.780 110,00%

1,3 pengelolahan Pelayanan kesehatan Ibu 
dan anak  Rp                 440.838.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Ibu dan Anak

1 Dokumen  Rp                   440.838.000 1 Dokumen  Rp             431.502.234 100,00%

1,4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 
Produktif  Rp                   75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Usia Produktif

1 Dokumen  Rp                     75.328.000 1 Dokumen  Rp               73.070.000 100,00%

1,5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 
Lanjut  Rp                   75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Usia Lanjut

1 Dokumen  Rp                     75.328.000 1 Dokumen  Rp               75.028.000 100,00%

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 
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 Rp.  Rp. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12 = (6 : 
9)*100% 

1,6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Kerja dan Olahraga  Rp                 150.000.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Kerja dan Olahraga

1 Dokumen  Rp                   150.000.000 1 Dokumen  Rp             149.046.436 100,00%

1,7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan  Rp                 636.810.425 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan

1 Dokumen  Rp                   636.810.425 1 Dokumen  Rp             217.076.000 100,00%

1,9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri 
dan Tradisional Lainnya  Rp                 381.911.808 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Tradisional, Akupuntur, Asuhan 
Mandiri dan Tradisional Lainnya

1 Dokumen  Rp                   381.911.808 1 Dokumen  Rp             315.616.150 100,00%

1,10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak Menular

 Rp              2.235.895.058 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
penyakit menular dan tidak 
menular

1 Dokumen  Rp               2.235.895.058 1 Dokumen  Rp         1.505.293.580 100,00%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

 Rp                 125.840.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Haji 1 Dokumen  Rp                   125.840.000 1 Dokumen  Rp               51.367.914 100,00%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa 
(ODMK)  Rp                 154.593.982 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Masalah Kesehatan 
Jiwa (ODMK)

1 Dokumen  Rp                   154.593.982 1 Dokumen  Rp             127.264.986 100,00%

1,11 pengelolaan Jaminan Kesehatan 
masyarakat  Rp              8.757.540.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat

1 Dokumen  Rp               8.757.540.000 1 Dokumen  Rp         8.632.734.650 100,00%

1,12 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

 Rp                 870.217.375 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen  Rp                   870.217.375 1 Dokumen  Rp             236.008.726 100,00%

1,13 Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota  Rp                 659.157.612 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi Penerapan SPM 
Bidang Kesehatan Lintas 
Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp                   659.157.612 1 Dokumen  Rp             565.972.326 100,00%

1,14 Pembinaan Pelaksanaan Upaya 
pelayanan Kesehatan  Rp              3.852.073.320 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
Pelaksanaan Upaya Pelayanan 
Kesehatan

1 Dokumen  Rp               3.852.073.320 1 Dokumen  Rp         3.721.963.183 100,00%

1,16 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat 
Massal oleh Kabupaten/Kota  Rp                   75.328.000 

Jumlah Dokumen Hasil Investigasi 
Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi dan Pemberian Obat 
Massal oleh Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp                     75.328.000 1 Dokumen  Rp               74.982.050 100,00%

1,17 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT)

 Rp                 232.940.741 

Jumlah Public Safety Center (PSC 
119) Tersedia, Terkelola dan 
Terintegrasi dengan Rumah Sakit 
dalam Satu Sistem Penanganan 
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1 Unit  Rp                   232.940.741 1 Unit  Rp             200.212.427 100,00%

1,18 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

 Rp                 160.261.709 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk 
Balik di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

1 Dokumen  Rp                   160.261.709 1 Dokumen  Rp               41.760.000 100,00%

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 
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 Rp.  Rp. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
12 = (6 : 
9)*100% 

1,19 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke Lab 
Rujukan/Nasional  Rp                 277.047.000 

Jumlah Paket Spesimen Penyakit 
Potensial KLB ke Lab 
Rujukan/Nasional yang 
Didistribusikan

1 Paket  Rp                   277.047.000 1 Paket  Rp             128.888.401 100,00%

1,20 Upaya Pengurangan Resiko Krisis 
Kesehatan  Rp                 802.950.898 

Jumlah Dokumen Hasil Upaya 
Pengurangan Risiko Krisis 
Kesehatan

1 Dokumen  Rp                   802.950.898 1 Dokumen  Rp             799.581.410 100,00%

3
 Rp                 313.469.806  Rp                  313.469.806  Rp             290.928.856 

1,1 Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan  Rp                 313.469.806 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan

1 Dokumen  Rp                   313.469.806 1 Dokumen  Rp             290.928.856 100,00%

4
 Rp             1.440.520.739  Rp               1.440.520.739  Rp         1.136.937.361 

1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
826.711.598Rp                 

 Jumlah Rumah Sakit yang 
Melakukan Peningkatan Tata 
Kelola Sesuai Standar 

2 Unit 826.711.598Rp                   2 Unit  Rp             677.513.955 100,00%

1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan 

 Rp                 613.809.141 

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 
Dilakukan Pengukuran Indikator 
Nasional Mutu (INM) Pelayanan 
Kesehatan

2 Unit  Rp                   613.809.141 2 Unit  Rp             459.423.406 100,00%

5
 Rp                 872.500.061  Rp                  872.500.061  Rp             761.020.010 

1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit HIV/AIDS

 Rp                 279.254.147 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit HIV/AIDS yang 
Mendapatkan Pelayanan Sesuai 
Standar

1 Dokumen  Rp                   279.254.147 1 Dokumen  Rp             244.042.502 100,00%

1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit TB

 Rp                 345.244.565 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit TB yang Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai Standar

1 Dokumen  Rp                   345.244.565 1 Dokumen  Rp             320.613.366 100,00%

1,3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Malaria

 Rp                 248.001.350 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Malaria yang 
Mendapatkan Pelayanan Sesuai 
Standar

1 Dokumen  Rp                   248.001.350 1 Dokumen  Rp             196.364.142 100,00%

 Rp           63.886.225.679  Rp             63.886.225.679  Rp       13.400.577.930 

1
 Rp             2.543.410.720  Rp               2.543.410.720  Rp         1.983.176.168 

1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi 
sumber daya manusia Kesehatan  Rp              2.054.075.356 

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Kompetensi dan 
Kualifikasi Meningkat

30 Orang  Rp               2.054.075.356 30 Orang  Rp         1.621.448.968 100,00%

1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan

 Rp                 489.335.364 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengawasan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 1 Dokumen  Rp                   489.335.364 1 Dokumen  Rp             361.727.200 100,00%

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga 
Kesehatan Secara Merata

3

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Daerah Provinsi

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi

Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Sistem Informasi 
Kesehatan Secara Terintegrasi

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 
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2
 Rp             4.992.414.959  Rp               4.992.414.959  Rp         3.417.331.562 

1,1 Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi Sumber Daya Manusia 
Kesehatan bagi Orang Asli Papua  Rp              4.992.414.959 

Jumlah Sumber Daya Manusia 
KesehatanKompetensi dan 
Kualifikasi Meningkat bagi Orang 
Asli Papua

23 Orang  Rp               4.992.414.959 23 Orang  Rp         3.417.331.562 100,00%

3
 Rp           56.350.400.000  Rp             56.350.400.000  Rp         8.000.070.200 

1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan 
Kesehatan Papua yang terintegrasi 
dengan Program JKN

 Rp           56.350.400.000 
Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi 
Papua Meningkat 14000 Orang  Rp             56.350.400.000 17315 Orang  Rp         8.000.070.200 123,68%

 Rp                 276.511.438  Rp                  276.511.438  Rp             274.644.363 

1

 Rp                 213.829.189  Rp                  213.829.189  Rp             213.020.363 

1,1 Pengendalian dan pengawasan serta 
tindak lanjut Penerbitan Pengakuan 
PBF Cabang PAK  Rp                 213.829.189 

Jumlah PBF Cabang dan Cabang 
PAK yang Dikendalikan dan 
Diawasi dalam rangka Penerbitan 
dan Tindak lanjut Penerbitan 
Perizinan

3 Sarana  Rp                   213.829.189 3 Sarana  Rp             213.020.363 100,00%

2
 Rp                   62.682.249  Rp                     62.682.249  Rp               61.624.000 

1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha 
Kecil Obat Tradisional

 Rp                   62.682.249 

Jumlah Usaha Kecil Obat 
Tradisional yang Dikendalikan dan 
Diawasi dalam rangka Penerbitan 
dan Tindaklanjut Penerbitan Izin 
Usaha Kecil Obat Tradisional

1 Sarana  Rp                     62.682.249 1 Sarana  Rp               61.624.000 100,00%

 Rp                 783.288.628  Rp                  783.288.628  Rp             780.536.314 

1
 Rp                 293.430.557  Rp                  293.430.557  Rp             293.029.154 

1,1 Peningkatan Upaya Advokasi 
Kesehatan Pemberdayaan, 
Penggalangan kemitraan, peran serta 
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 
daerah Provinsi

 Rp                 293.430.557 

Meningkatnya penyehatan dan 
pengawasan kualitas 
pemberdayaan masyarakat 1 Dokumen  Rp                   293.430.557 1 Dokumen  Rp             293.029.154 100,00%

3
 Rp                 489.858.071  Rp                  489.858.071  Rp             487.507.160 

1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
 Rp                 489.858.071 

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 
Teknis dan Supervisi UKBM 1 Dokumen  Rp                   489.858.071 1 Dokumen  Rp             487.507.160 100,00%

4 Meningkatkan akses kemandirian dan mutu 
kefarmasian dan alat kesehatan

Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat 
Esensial Sebesar 100%

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan (PAK)

Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 
(UKOT)

5 Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan 
Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat

Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan 
Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua 
terintegrasi dengan Program JKN
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 Rp             2.972.941.918  Rp               2.972.941.918  Rp         2.864.209.864 
1  Rp             2.972.941.918  Rp               2.972.941.918  Rp         2.864.209.864 

1,1 Pengelolahan Pelayanan Kesehatan 
Gizi Masyarakat

 Rp              2.972.941.918 
meningkatnya ketersediaan dan 
keterjangkauan pelayanan

1 Dokumen  Rp               2.972.941.918 1 Dokumen  Rp         2.864.209.864 100,00%

6 Mempercepat pencegahan stunting melalui 
intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas 

sektor untuk menyediakan layanan intervensi gisi 
spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan 

Persentase Balita Gizi Buruk
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 
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C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Paraturan 

MENPAN dan RB no : PER/ 09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang 

Pedoman Umun Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi   

Pemerintah, harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi Indikator 

Kelauaran ( Output ) dan hasil ( Outcome).  

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :  

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akutabilitas kinerja. 

Pengukuran kinerja Dinas  Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 

menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. 

 

Tabel III. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 
 

Target Realisasi

1 2 3 4

1 Angka Harapan Hidup 66,57 Tahun 68,76 Tahun

2
Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 
Puskesmas

91,32% 81,40%

3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 11 per 1000 penduduk 10,1 per 1000 penduduk

4
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat 
Esensial Sebesar 100%

100% 65,00%

5
Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan
Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

79,92% 57,14%

6
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 
Pada Balita

18% 14,20%

7 Persentase Balita Gizi Buruk 7,20% 9,60%

No. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Target Capaian Setiap Tahun

2025
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D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas 

Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya 

Jika dibandingkan dengan target dan capaian indikator Periode Tahun 

sebelumnya terdapat kenaikan capaian indikator kinerja utama dari Tahun 

2023 yakni pada indikator Angka Harapan Hidup, sementara indikator 

Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dan Persentase 

Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat mengalami kenaikan namun masih dibawah target yang ditetapkan.  

Ada pula indikator yang mengalami penurunan capaian, yakni pada indikator 

Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% 

dan Persentase Balita Gizi Buruk, seperti ditampilkan pada Tabel berikut :   

 

Tabel III. 3 Target dan Capaian RENSTRA 

 

 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Angka Harapan Hidup 65,78 Tahun 66,04 Tahun 68,51 Tahun 66,31 Tahun 68,47 Tahun 66,57 Tahun 68,76 Tahun

2
Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 
Puskesmas

75,00% 75,50% 75,58% 83,11% 79,00% 91,32% 81,40%

3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 10.45 per 1000 penduduk 10.50 per 1000 penduduk 10.61 per 1000 penduduk 10.55 per 1000 penduduk 10.82 per 1000 penduduk 11 per 1000 penduduk 10,1 per 1000 penduduk

4
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat 
Esensial Sebesar 100%

78,33% 100% 84,21% 100% 70,83% 100% 65,00%

5
Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan
Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

42,85% 46,15% 42,85% 61,54% 42,85% 79,92% 57,14%

6
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 
Pada Balita

30% 26% 13,67% 22% 14,30% 18% 14,20%

7 Persentase Balita Gizi Buruk 10,05% 8,50% 8,83% 7,50% 10,10% 7,20% 9,60%

2024 2025

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Awal 

Periode 2022 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No.

2023
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1. Angka Harapan Hidup 

 

Grafik III. 1 Angka Harapan Hidup Provinsi 
Papua Barat Tahun 2022-2025 

 

 

 

  

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang 

akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut 

juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth). Dari 

grafik Angka Harapan Hidup Papua Barat Tahun 2022-2025 diketahui 

bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup sejak tahun 2022 (68,06 

Tahun) sampai dengan 2025 (68,76 Tahun). Angka Harapan hidup Papua 

barat Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target Indikator Kinerja 

Utama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dengan capaian sebesar 

68,76 Tahun dari target 66,57 Tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,06
68,51 68,47

68,76

2022 2023 2024 2025

ANGKA HARAPAN HIDUP 
PAPUA BARAT TAHUN 2022 

- 2025

Tabel III. 4 Indikator dan Target Persentase Angka 
Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Berdasarkan 

Renstra Dinkes 2023 – 2026 
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Grafik III. 2 Angka Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Papua Barat   
Tahun 2022-2025 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statisik Provinsi Papua Barat Tahun 2025 

Dari gambar III.2. terlihat bahwa di Kabupaten di Provinsi Papua Barat dari 

Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 terjadi peningkatan Angka 

Harapan Hidup yang dapat mengindikasikan peningkatan status Kesehatan 

masyarakat. Kabupaten dengan Angka Harapan Hidup tertinggi pada Tahun 

2025 adalah di Kabupaten Manokwari yakni 72,9 Tahun dan terendah di 

Kabupaten Teluk Wondama yakni 65,74 Tahun. Angka Harapan Hidup 

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan 

derajat kesehatan pada khususnya. Dari grafik capaian Angka Harapan 

Hidup baik di Provinsi maupun Kabupaten terlihat bahwa peningkatan 

Angka Harapan Hidup berbanding lurus dengan kualitas kesehatan 

masyarakat di Papua Barat. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini 

menggambarkan peningkatan derajat kesehatan penduduk yang juga 

memperpanjang usia harapan hidupnya dan menandakan bahwa kualitas 

kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Papua Barat telah mengalami 

perbaikan. 

 

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai 

indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan 

sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan Angka 

Harapan Hidup. Penjabaran terkait capaian-capaian indikator bidang 

kesehatan yang mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup di Papua 

60 62 64 66 68 70 72 74

Fakfak
Kaimana

Teluk Wondama
Teluk Bintuni

Manokwari
Manokwari Selatan
Pegunungan Arfak

Papua Barat

Angka Harapan Hidup Per Kabupaten di Papua Barat Tahun 2022 - 2025

2022 2023 2024 2025
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Barat akan disajikan dalam analisa dan capaian target indikator baik pada 

Indikator Kinerja Utama. Walaupun secara umum Indikator Angka Harapan 

Hidup Papua Barat meningkat secara bertahap, namun pada beberapa 

Kabupaten termasuk diantaranya Kabupaten Teluk Wondama memiliki 

capaian Angka Harapan Hidup paling rendah dibanding Kabupaten lainnya. 

Angka Harapan Hidup di kabupaten Teluk Wondama menggambarkan 

perlunya peningkatan kinerja program baik kesehatan maupun sosial 

ekonomi dalam mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup 

masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang masih cukup rendah di suatu 

daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan 

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan 

kalori dan program pemberantasan kemiskinan. Peningkatan angka 

harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-

program pemerintah di bidang kesehatan namun peningkatan tersebut 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup 

itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan 

hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, 

pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan 

sebagainya. 

 

2. Persentase Kecamatan Memiliki minimal 1 Puskesmas 

 

Grafik III. 3 Persentase Kecamatan minimal 1 Puskesmas Tahun 2022-2025 
 

 
Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan 
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Grafik III. 4 Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas Tahun 2025 

 

 
Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan 

 

Dari data grafik di atas untuk Persentase kecamatan memiliki minimal 1 

Puskesmas di Provinsi Papua Barat meningkat dari Tahun 2022 hingga 

Tahun 2025, dimana di tahun 2025 adalah sebanyak 81,40% (70 dari total 

86 Kecamatan telah memiliki minimal 1 Puskesmas), dimana Kabupaten 

dengan persentase tertinggi yakni Kabupaten Manokwari (100%), 

Kabupaten Kaimana (100%) dan Kabupaten Manokwari Selatan (100%). 

Kabupaten dengan kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dengan 

capaian terendah adalah di Kabupaten Fak-Fak (53%) dari total 17 

Kecamatan. Masih rendahnya Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 

1 Puskesmas menggambarkan masih belum maksimalnya aksesibilitas dan 

kualitas pelayanan Kesehatan.  

 

Kabupaten di Provinsi Papua Barat telah berupaya keras membangun 

gedung-gedung puskesmas baru sebagai salah satu upaya meningkatkan 

akses pelayanan kesehatan, sebagian gedung-gedung tersebut telah 

difungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, namun masih 

ada (12 Puskesmas) yang belum diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan, 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes) Nomor 43 tahun 2019. Fenomena tersebut sebagian besar 

terjadi karena kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan 

Puskesmas tersebut belum mencukupi jumlah dan jenisnya sebagaimana 

dipersyaratkan dalam regulasi yang ada.  
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Sebagai konsekuensinya, Puskesmas-Puskesmas baru tersebut, walaupun 

sudah mendapat izin operasional dari Kepala Daerah masing-masing, 

namun tidak mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terpisah dari  

Puskesmas induknya, tidak dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 

sehingga tidak mendapatkan kapitasi, tidak bisa mendapat dukungan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan lain sebagainya. 

Hal ini sangat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan 

kesehatan di Kabupaten/Kecamatan. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-

2025, target Kemenkes adalah seluruh kecamatan di Indonesia memiliki 

minimal satu puskesmas. Rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan 

adalah 1:1. Jika dibandingkan dengan kondisi di Papua Barat, maka target 

Kemetrian Kesehatan ini belum tercapai. Harapan Dinas kesehatan Provinsi 

Papua Barat kedepannya adalah semua kecamatan memiliki minimal 1 

Puskesmas dan target akreditasi 100% untuk semua Puskesmas yang 

teregistrasi di Tahun 2025. 
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Grafik III. 5 Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Indonesia Tahun 2023 

 

Berdasarkan data Pusdatin Tahun 2023, terlihat bahwa Rasio puskesmas 

per kecamatan secara nasional adalah sebesar 1,4 namun untuk Papua 

Barat masih dibawah minimal 1 Puskesmas per Kecamatan (0,88). Upaya-

upaya terus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dengan 

memaksimalkan verifikasi dan monitoring terhadap Puskesmas-Puskemas 

yang belum teregistrasi agar dapat teregistrasi, dan peningkatan dukungan 

sumber daya, pelatihan/workshop dan monitoring evaluasi yang 

berkelanjutan dalam mencapai target Akreditasi Puskesmas 100% di Tahun 

2025. 
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3. Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk 
 

Tabel III. 5 Rasio Tenaga Kesehatan 

 

  Sumber : Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 

 

Dari Grafik diatas terlihat bawa pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan 

target RPTK Kemenkokesra No 54 Tahun 2013 terlihat bahwa mayoritas 

target tenaga medis tenaga Kesehatan di Papua Barat telah tercapai bahkan 

melebihi target, dimana terlihat bahwa Rasio Dokter spesialis Adalah 0,16 

dibandingkan target 0,12 per 1000 penduduk. Demikian pula dengan rasio 

tenaga kepeperawatan dan tenaga kebidanan yang telah melebihi target. 

Namun terdapat juga indikator yang sama dengan target yang telah 

ditetapkan, misalnya rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk menurut 

kriteria RPTK Kemenkokesra No 54 Tahun 2013 adalah 0,5 per 1000 

penduduk. 

 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan periode 

2025-2029, indikator rasio tenaga medis tenaga Kesehatan terhadap 

populasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,3 per 1000 penduduk 

Dimana jauh lebih rendah dibandingkan target Papua Barat Tahun 2025 

yakni 11 per 1000 penduduk dengan capaian sebesar 10,10 per 1000 

penduduk, hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun mayoritas indikator 

telah tercapai (bila dibandingkan dengan target nasional), namun 

kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum maksimal terpenuhi 

sehingga dibutuhkan jumlah dan jenis tenaga medis tenaga Kesehatan yang 

2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Jumlah Dokter Umum 288               288            289            290            
2 Jumlah Dokter Spesialis 83                  83               82               90               
3 Jumlah Tenaga Keperawatan 2.659            2.669         2.698         2.691         
4 Jumlah Tenaga Kebidanan 1.369            1.371         1.496         1.477         
5 Jumlah Tenaga Kesehatan 5.857            6.044         6.260         5.866         
6 Jumlah Penduduk 560.320       569.570    578.696    580.582    

Rasio Dokter Umum Per 1000 Penduduk 0,51 0,51 0,50 0,50 0,5
Rasio Dokter Spesialis Per 1000 Penduduk 0,15 0,15 0,14 0,16 0,12
Rasio Tenaga Keperawatan Per 1000 Penduduk 4,75 4,69 4,66 4,64 2
Rasio Tenaga Kebidanan Per 1000 Penduduk 2,44 2,41 2,59 2,54 1,3
Rasio Tenaga Kesehatan Per 1000 Penduduk 10,45 10,61 10,82 10,10

URAIANNo. Target 
Indikator

RPTK 
Kemenkokesra 

No.54 Tahun 
2013

CAPAIAN
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lebih besar, terutama didaerah terpencil dan tertinggal. Kualitas tenaga 

kesehatan juga masih belum optimal, pengembangan karier belum berjalan 

dengan maksimal, sistem penghargaan dan sanksi belum sebagaimana 

mestinya. 

 

Masalah kurangnya tenaga kesehatan beserta jenis dan distribusinya 

menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan 

permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. 

Upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam hal SDM Kesehatan yang terus 

akan dilaksanakan adalah dengan melakukan perencanaan kebutuhan 

SDM Kesehatan yang benar dan tepat pada setiap level (Provinsi, Kabupaten 

dan fasilitas Kesehatan), peningkatan kompetensi SDM Kesehatan termasuk 

dalam pemberian bantuan dalam melanjutkan pendidikan khususnya 

untuk Orang Asli Papua, dan monitoring evaluasi secara 

berkesinambungan. 
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4. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 

100% 

 
Grafik III. 6 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial 

 

 
 

Sumber : UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 

 

Hasil tersebut pada grafik diperoleh pada periode Tahun 2025 

capaiannya adalah 65% dari Target indikator Kementerian Kesehatan (90%) 

dan Papua Barat (100%),  terjadinya penurunan capaian disebabkan di 

tahun 2025 secara teknis terdapat perubahan tata cara pelaporan oleh 

puskesmas melalui sistem sehingga memerlukan pemahaman kembali bagi 

petugas puskesmas dalam memenuhi kepatuhan pelaporan setiap 

bulannya. Ketepatan waktu penyampaian pelaporan juga menjadi bagian 

yang mutlak diperhitungkan sebab bila melebihi waktu penyampaian maka 

petugas tidak dapat lagi melakukan pelaporan melalui sistem dan dianggap 

tidak melapor dan mempengaruhi perhitungan ketersediaan obat esensial. 

Untuk kepatuhan penyampaian pelaporan ketersediaan obat esensial 

Puskesmas yang di sandingkan dengan jumlah puskesmas per periode 

(bulanan) dapat digambarkan pada grafik berikut. 
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Grafik III. 7 Perbandingan Pelaporan Obat Esensial di Puskesmas 

 
Sumber : UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 

 

Dari tabel diatas diuraikan puskesmas wajib lapor banyak yang tidak 

menyampaikan laporan  yang seharusnya semua puskesmas melapor (100% 

puskesmas wajib lapor) sehingga mempengaruhi target capaian kinerja 

Provinsi maupun Nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum 

tercapainya target antara lain adalah jumlah tenaga kefarmasian yang 

terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas, masih adanya 

pergantian tenaga pengelola laporan ketersediaan obat dan vaksin di 

Puskesmas dan pemahaman petugas terkait pelaporan data yang valid dan 

tepat. 

UPTD-IF Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan 

Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 4 April 2025, 

merupakan bentuk keseriusan Dinas Kesehatan dalam peningkatan 

capaian kinerja terutama pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis 

pakai (bmhp) dan perbekalan Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi 

merupakan unit yang sangat penting dengan tugas pokok melaksanakan 

penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pencatatan, pendataan, 

pengawasan terkait ketersediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan 

perbekalan kesehatan. 
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Strategi dan upaya yang dilakukan dalam memperoleh keberhasilan atas 

pencapaian indikator kinerja persentase puskesmas dengan ketersediaan 

obat esensial antara lain : 

a. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap capaian ketersediaan obat di 

sarana Puskesmas; 

b. Peningkatan SDM pengelola obat terhadap pelaporan Ketersediaan obat 

dan Vaksin; 

c. Penetapan pengelola laporan ketersediaan obat melalui SK Kepala 

Puskesmas; 

 

5. Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat  
 

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan 

holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. 

GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif guna menciptakan 

masyarakat yang mampu menerapkan perilaku hidup sehat yang 

berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan 

berkurangnya biaya berobat. 

 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS 

mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan 

mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing untuk mewujudkan GERMAS, dengan kriteria memiliki kebijakan 

gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan 

Kesehatan, dan melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung 

Germas, minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, 

pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat 

(UKBM) dan atau Mitra Potensial. 

 

Kegiatan penggerakan masyarakat dapat dilakukan secara daring (online) 

maupun luring (offline), dengan menyampaikan minimal 2 (dua) pesan 

Germas yang dilakukan minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas 
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sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial. Kegiatan dapat 

berupa: Kampanye, Penyebarluasan informasi melalui Media Luar Ruang, 

dan atau melalui Webinar.Pelibatan lintas sektor/swasta/dunia 

usaha/ormas/UKBM/mitra potensial dll, adalah adanya keterlibatan aktif 

dari lintas sektor /swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial dll, 

sebagai penyelenggara dalam melakukan upaya penggerakan masyarakat. 

 

Target Kementrian Kesehatan untuk tahun 2025 adalah 40%, dengan 

capaian target untuk Papua Barat adalah 57,14%. 

 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sejumlah 

kabupaten di Provinsi Papua Barat telah mengimplementasikan kebijakan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara berkelanjutan dengan 

adanya Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2023 

Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan ini 

menekankan pada upaya promotif dan preventif melalui perubahan perilaku 

hidup sehat serta peningkatan peran aktif masyarakat.  

Dari 7 (tujuh) kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Kabupaten yang 

menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

dilaporkan sebanyak 4 (empat) Kabupaten yang menerapkan Kebijakan 

Germas atau 57,14% dari total 7 Kabupaten 

Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu 

pelopor pelaksanaan GERMAS. Pemerintah daerah telah menerbitkan 

Perbup tentang Germas yang secara aktif mendorong pola hidup sehat 

melalui kegiatan olahraga bersama, kampanye konsumsi buah dan sayur, 

serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi aparatur sipil negara dan 

masyarakat umum. Sinergi lintas sektor terus diperkuat guna memastikan 

GERMAS terintegrasi dalam berbagai program pembangunan daerah. 

Kabupaten Fakfak, Pemerintah daerah telah menerbitkan Perbup tentang 

Germas penerapan GERMAS difokuskan pada peningkatan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat berbasis kearifan lokal. 

Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi 

pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta mendorong aktivitas fisik dalam 
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kehidupan sehari-hari. Pelayanan kesehatan primer juga diperkuat sebagai 

bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular. 

Kabupaten Kaimana mengimplementasikan GERMAS dengan 

menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan peran keluarga. 

Berbagai kegiatan edukasi kesehatan dilakukan hingga ke tingkat 

kampung, seperti sosialisasi hidup bersih dan sehat, Pemeriksaan 

Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat dalam rangka Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 

(UKBM), serta gerakan tidak merokok di fasilitas umum. Pendekatan 

partisipatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan 

pentingnya kesehatan. 

Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan GERMAS diarahkan untuk 

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Tingkat Pendidikan 

Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas. Dengan berkolaborasi dengan 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka Upaya Kesehatan 

Berbasis Masyarakat (UKBM) melaksanakan, Pemeriksaan Kesehatan 

Gratis (PKG) di Sekolah, Pemerintah daerah mendorong aktivitas fisik 

melalui kegiatan kemasyarakatan, peningkatan akses terhadap air bersih 

dan sanitasi, serta penguatan peran puskesmas dalam edukasi kesehatan. 

Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan 

menjadi kunci keberhasilan implementasi GERMAS di wilayah Manokwari 

Selatan. 

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan GERMAS di Kabupaten 

Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Manokwari Selatan mencerminkan 

komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, 

produktif, dan berdaya saing melalui perubahan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat yang berkelanjutan. 
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Grafik III. 8 Persentase Kabupaten yang melaksanakan Penggerakan 
GERMAS/kegiatan kesehatan lainnya 

 

 
Sumber :  Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 

 

 

Grafik III. 9 Persentase Kabupaten yang Menerapkan Kebijakan 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 

 

 
Sumber :  Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 

 

Tantangan dalam menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat 

adalah masih terdapat Kabupaten yang belum memiliki atau menerbitkan 

kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Selain itu, 

adanya mutase atau pergantian pegawai, belum maksimalnya pemahaman 

petugas kesehatan terkait indikator-indikator yang harus dicapai dan 

dilaporkan untuk mendukung target pencapaian. Upaya dalam 
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meningkatkan kinerja atau persentase kabupaten dalam menerapkan 

kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan melaksanakan 

advokasi dan sosialisasi, monitoring evaluasi terhadap pelaksanaaan 

kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat terutama pada Kabupaten 

dengan capaian kinerja rendah termasuk mendorong kabupaten untuk 

menyusun Kebijakan atau Instruksi atau Surat Edaran terkait 

GERMAS/kebijakan kesehatan lainnya. 

 
 

6. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita  
 

  Prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 

tercatat sebesar 15,07%, berdasarkan data hasil pencatatan dan pelaporan 

melalui aplikasi SIGIZI KESGA. Data ini merupakan data rutin program dan 

hingga saat ini belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian 

Kesehatan. 

  Capaian tersebut telah melampaui target Provinsi Papua Barat Tahun 

2025 yang ditetapkan serta berada di bawah target nasional Tahun 2025 

sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kinerja program, prevalensi 

stunting di Provinsi Papua Barat berada pada kondisi yang lebih baik 

dibandingkan target yang telah ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun 

nasional. 

  Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, target prevalensi stunting 

Provinsi Papua Barat adalah 22% sedangkan target nasional Tahun 2024 

sebesar 14%. Adapun capaian prevalensi stunting Provinsi Papua Barat 

Tahun 2024 berdasarkan data SIGIZI KESGA tercatat sebesar 14,3%. Dengan 

demikian, capaian Tahun 2025 sebesar 15,07% relatif stabil dibandingkan 

capaian Tahun 2024 berdasarkan sumber data yang sama. 

  Sebagai pembanding, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia 

(SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 

18,9%. Perbedaan angka antara data program SIGIZI KESGA dan SSGI 

disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data, di mana SSGI 

merupakan survei nasional berbasis sampling, sedangkan SIGIZI KESGA 

merupakan data rutin pelayanan kesehatan. 
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  Untuk Tahun 2025, data prevalensi stunting berdasarkan SSGI belum 

dirilis, sehingga evaluasi capaian prevalensi stunting Tahun 2025 masih 

mengacu pada data SIGIZI KESGA. Oleh karena itu, angka prevalensi 

stunting Tahun 2025 bersifat sementara dan akan disesuaikan apabila data 

resmi hasil survei nasional telah dipublikasikan. 

 
 

 

Grafik III. 10 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi 
Stunting pada Balita Tahun 2024-2025 

 
 

  Grafik diatas menyajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 

sebesar 14,2% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2024 (14,3%) 

dan memenuhi target IKU (18%) namun masih dibawah target nasional 

(10,5%), Data capaian provinsi bersumber dari aplikasi SIGIZI KESGA, 

sedangkan data capaian nasional Tahun 2025 bersumber dari Survei Status 

Gizi Indonesia (SSGI). 

 

Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat akan terus meningkatkan strategi 

atau langkah konkrit dalam upaya penurunan stunting seperti pemberian 

makanan tambahan ke balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronis, 

upaya preventif dan promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan berbasis 

pemberdayaan masyarakat.  
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Penyebab tidak langsung masalah stunting juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, sistem 

pangan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan, sehingga 

untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan komitmen dan kebijakan 

untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor secara 

menyeluruh dan berkesinambungan. 

 

7. Persentase Balita Gizi Buruk 

Persentase balita dengan status wasting di Provinsi Papua Barat 

Tahun 2025 tercatat sebesar 9,6%, berdasarkan data hasil pencatatan dan 

pelaporan melalui aplikasi SIGIZI KESGA. Data ini merupakan data rutin 

pelayanan dan dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. 

  Capaian tersebut sejalan dengan target nasional Tahun 2025 sebesar 

8%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam penanganan 

wasting pada balita di Provinsi Papua Barat. 

  Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, target wasting Provinsi Papua 

Barat ditetapkan sebesar 7,5%, dengan target nasional sebesar 7%. Adapun 

capaian wasting Provinsi Papua Barat Tahun 2024 berdasarkan data SIGIZI 

KESGA tercatat sebesar 10,1%. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 

sebesar 9,6% menunjukkan adanya penurunan prevalensi wasting 

dibandingkan Tahun 2024 berdasarkan sumber data yang sama. 

  Sebagai pembanding, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia 

(SSGI) Tahun 2024, prevalensi wasting di Provinsi Papua Barat tercatat 

sebesar 9,2%. Perbedaan angka antara data SIGIZI KESGA dan SSGI 

disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data, di mana SSGI 

merupakan survei nasional berbasis sampling, sedangkan SIGIZI KESGA 

merupakan data rutin pelayanan kesehatan. 
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Grafik III. 11 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi 
Wasting pada Balita Tahun 2024-2025 

 

 
 

  Grafik III.11. menyajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) persentase balita gizi buruk di Provinsi Papua Barat Tahun 2024–

2025. Data capaian provinsi bersumber dari aplikasi SIGIZI KESGA, 

sedangkan capaian nasional Tahun 2024 bersumber dari Survei Status Gizi 

Indonesia (SSGI). Data capaian nasional Tahun 2025 belum dipublikasikan. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan 

kinerja dalam upaya penurunan persentase Balita gizi buruk bersama 

dengan langkah-langkah penurunan prevalensi stunting. Kegiatan-kegiatan 

intervensi spesifik dan sensitif terus akan dilaksanakan dan ditingkatkan. 

Advokasi dan koordinasi serta kolaborasi dengan lintas sektor juga akan 

terus dimaksimalkan dalam upaya penurunan persentase wasting/gizi 

buruk, yang terkait erat dengan capaian prevalensi stunting Papua Barat. 


